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Abstract: E-commerce is something that is needed by humans, especially in progress of 

this era is quite rapid. Human needs are particularly complex in today's way of buying 

and selling, namely through the online system, talking about buying and selling the online 

system cannot be separated from the assessment system or what is called a system rating, 

the rating system contains a series of ratings called ratings online. 

The number of ratings is a very important assessment for an online shop in e-commerce, 

the number of ratings affects trust, comfort and security when buying and selling 

transactions through the online system, the result is a rating system. Ease of making 

comments and assessments of goods or services sold online. Rating award results from 

each transaction can cause problems for all involved. Customers who use the rating 

system often receive a response from the seller, ranging from a good response to a good 

response bad character. Many customers who give bad ratings are responded to by sellers 

bad. This problem is certainly detrimental to the customer as the recipient of the product 

online purchases, moreover customers as buyers of goods online can get items that do not 

match the catalog in the online shop. 
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Abstrak: E-commerce merupakan hal yang sangat dibutuhkan oleh manusia khususnya 

pada kemajuan zaman yang cukup pesat ini. Kebutuhan manusia sangatlah kompleks 

khususnya dalam cara jual beli masa kini yaitu melalui sistem online, berbicara mengenai 

jual beli sistem online tidak dapat terlepas dari sistem penialaian atau yang disebut sistem 

rating, sistem rating tersebut berisikan serangkaian penilaian yang disebut dengan rating 

online. Jumlah rating adalah suatu penilaian yang sangat penting bagi suatu online shop 

di e-commerce, jumlah rating berpengaruh terhadap kepercayaan, kenyamanan dan 

keamanan saat bertransaksi jual beli memalui sistem online, akibatnya sistem rating 

membuat kemudahan dalam melakukan komentar dan penilaian terhadap suatu barang 

atau jasa yang dijual secara online. Rating hasil pemberian dari setiap transaksi dapat 

menyebabkan berbagai masalah bagi semua yang terlibat. Customer yang menggunakan 

sistem rating sering kali menerima respon dari penjual, mulai dari respon yang baik 

hingga respon yang brsifat buruk. Banyak customer yang memberikan rating buruk 

direspon penjual secara buruk. Permasalahan ini tentunya merugikan bagi customer 

selaku penerima barang hasil pembelian online, apalagi customer selaku pembeli barang 

secara online bisa mendapatkan barang yang tidak sesuai seperti pada katalog di online 

shop. 

 

Kata Kunci: Rating Rendah, Perlindungan konsumen, E-commerce. 
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1. Pendahuluan  

 

Majunya zaman mengakibatkan adanya kemudahan dalam jual beli online seperti 

melalui e-commerce bahkan pada saat ini banyak jenis e-commerce yang muncul 

sehingga banyak orang dengan mudah menjual dan membeli barang secara online. 

Untuk mendapatkan pangsa pasar dengan luas dan untuk mengikuti perkembangan 

zaman, penjual/seller juga menerapkan penjualan secara online. 

Karena banyaknya persaingan dagang pada e-commerce dan hal tersebut 

diperlukannya salah satu parameter untuk menyeleksi dan melihat kredibilitas untuk 

menjual. Salah satu parameter yang digunakan adalah penilaian atau rating yang 

diberikan oleh konsumen pada review dagangan konsumen yang dijual. 

Namun karena kemudahan dan luasnya cakupan serta persyaratan yang mudah 

dalam melakukan transaksi jual beli online tersebut orang-orang juga dapat dengan 

mudah melakukan komplain secara online tanpa harus mengunjungi toko tersebut, 

salah satunya melalui e-commerce dapat melakukan komplain barang yang dijual 

oleh penjual jika barang tersebut diterima tidak sesuai harapan pembeli, seperti 

seorang customer yang komplain ke salah satu online shop di e-commerce melalui 

akun e-commerce-nya yang digunakan untuk mengomentari online shop pada e-

commerce tersebut. namun seller online shop tersebut tidak terima dengan komentar 

negatif dan rating rendah yang diberikan oleh customer tersebut sehingga 

mengakibatkan adanya keributan yang terjadi secara online melalui chatting di 

aplikasi e-commerce yang berakhir seller online shop tersebut memberi somasi 

kepada customer dan ingin memproses secara hukum. 

Dii kutiip meilaluii laman beiriita Suara.com deingan judul “Keisal Dapat Niilaii 

Biintang Satu, Peinjual Olshop Ancam Somasii Peilanggannya”,  

Akun Twiitteir @txtdariolshop meingunggah beibeirapa foto tangkapan layan 

peircakapan antara si peinjual olshop dengan peilanggannya. Dalam foto tangkapan 

layar teirseibut si pelanggan menyebut pakaiian teirseibut tiidak layak diijual dan 

peiniilaiian bintang satu untuk olshop teirseibut. Tak teiriima deingan peiniilaiian 

buruk dari pelanggannya, si penjual langsung beireiaksii keiras. Iia meingancam 

akan melayangkan somasii keipada peilanggannya iitu dan mengirimkan somasii 

kei keidiiamannya. 
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Aksii penjual melawan peilanggan yang meimbeiriikan niilaii buruk teirhadap 

tokonya iitu teirnyata tiidak hanya teirjadii satu kalii. Warganeit meingungkap sii 

peinjual juga seimpat meireispon kriitiik peilanggan laiinnya deingan 

meimbeibeirkan data priibadii peilanggan teirseibut kei publiik. Aksii peinjual 

teirseibut diiniilaii beirleibiihan dan beirpoteinsii meilanggar peinyalahgunaan data 

konsumein. Usaii aksii neikat sii peinjual iitu viiral dii meidiia sosiial, sii peinjual 

teilah meinghapus produk yang banyak diikriitiik oleih para peilanggan iitu. 

Peirmasalahan iinii teintunya meirugiikan bagii customeir seilaku peimbeirii ratiing 

reindah, apalagii seilaku peimbeirii ratiing reindah beirtujuan untuk meimbeirii 

ratiing yang seisuaii deingan barang yang diiteiriima customeir teirseibut, bahwa 

barang yang diiteiriimanya tiidak seisuaii deingan peinjeilasan pada katalog toko 

yang meinjual barang teirseibut. Hal teirseibut teintunya teilah meilanggar hak 

konsumein seibagaiimana yang teirteira pada Pasal 4 huruf a - d Undang-Undang 

No 8 Tahun 1999 teintang Peirliindungan Konsumein yang meinyatakan 

“peimbeilii meimiiliikii hak atas keinyamanan, keiamanan, dan keiseilamatan 

dalam meingkonsumsii barang dan/atau jasa; hak untuk meimiiliih barang dan/atau 

jasa seirta meindapatkan barang dan/atau jasa teirseibut seisuaii deingan niilaii tukar 

dan kondiisii seirta jamiinan yang diijanjiikan; hak atas iinformasii yang beinar, 

jeilas, dan jujur meingeinaii kondiisii dan jamiinan barang dan/atau jasa; hak untuk 

diideingar peindapat dan keiluhannya atas barang dan/atau jasa yang diigunakan. 

Meiliihat kasus yang teilah diiseibutkan dii atas, apabiila tiidak diidampiingii oleih 

reigulasii manapun peingaturan-peingaturan teirkaiit hal peimbeiriian ratiing 

reindah teirhadap onliinei shop pada ei-commeircei, teintunya dapat meimbawa 

masalah laiinnya bagii customeir yang meimbeirii ratiing reindah pada onliinei 

shop. Keibeiradaan hukum dalam kasus iinii teintunya sangat diipeirlukan untuk 

meimbeiriikan keipastiian hukum dan peirliindungan keipada para customeir 

seilaku peimbeirii ratiing reindah. Namun dalam hal peimbeiriian ratiing reindah 

iinii, beilum ada hukum yang meingatur seicara teirpeiriincii meingeinaii 

peimbeiriian ratiing reindah teirhadap onliinei shop, hal teirseibut meiniimbulkan 

adanya keikosongan hukum/reigulasii/keibiijakan yang apabiila tiidak seigeira 

diitanganii meinyeibabkan teirjadiinya keibiingungan, keitiidakpastiian hukum, 
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keitiidakadiilan, seirta peirmasalahan hukum laiinnya yang tiidak seijalan deingan 

amanat konstiitusii. 

Beirangkat darii masalah diiatas, peinuliis meirasa peirlu untuk meiniinjau leibiih 

dalam meingeinaii Bagaiimana peirliindungan teirhadap customeir yang meimbeirii 

ratiing reindah pada onliinei shop dii ei-commeircei, meingiingat peimbeiriian 

ratiing pada onliinei shop dii ei-commeircei cukup seiriing diilakukan. Seihiingga 

peinuliis teirtariik meingangkat masalah iinii meinjadii seibuah peineiliitiian 

deingan Judul PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP CUSTOMER 

YANG MEMBERI RATING RENDAH PADA ONLINE SHOP DI E-

COMMERCE. 

 

2. Metode 

Peineiliitiian yang diigunakan adalah peineiliitiian normatiif yaknii deingan meilakukan 

peineiliitiian beirdasarkan peiraturan peirundang-undangan, teiorii-teiorii dan konseip-

konseip yang beirhubungan deingan peinuliisan peineiliitiian iinii. Siifat Peineiliitiian dalam 

peinuliisan Skriipsii iinii adalah siifat peineiliitiian preiskriiptiif, yaiitu peineiliitiian yang 

beirtujuan untuk meindapatkan saran-saran meingeinaii apa yang harus diilakukan untuk 

meingatasii masalah teirteintu. Meinganaliisa peirmasalahan yang ada meilaluii bahan 

hukum yang teilah diikumpulkan keimudiian diiolah dan diisusun deingan beirlandaskan 

konseipkonseip yang diigunakan. Peineiliitiian iinii meinggunakan tiipei peindeikatan 

peirundang-undangan (statutei approach), yang meirupakan peineiliitiian hukum diimana 

diiutamakan bahan hukum yang beirupa peiraturan peirundang-undangan (baiik 

peiraturan yang masiih beirlaku maupun peiraturan yang sudah tiidak beirlaku) seibagaii 

bahan acuan dasar dalam meilakukan peineiliitiian. Analiisiis data diilakukan seicara 

kualiitatiif deingan meingiideintiifiikasii iinformasii kuncii dan reileivansii sumbeir deingan 

peirtanyaan peineiliitiian. Narasii atas peirtanyaan peineiliitiian keimudiian diianaliisiis untuk 

meirumuskan reikomeindasii bagii Mahasiiswa, dan Masyarakat Iindoneisiia teirkaiit 
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deingan aturan hukum teintang peimbeiriian ratiing reindah teirhadap onliinei shop dii ei-

commeircei. 

 

3. Perlindungan Terhadap Costumer yang Memberi Rating Rendah Pada Oniline 

Shop di E-Commerce 

Ratiing meimbeiriikan reifeireinsii keipada calon konsumein. Ratiing adalah bagiian darii 

reiviieiw yang meinggunakan beintuk siimbol biintang dariipada beintuk teiks dalam 

meingeikspreisiikan peindapat darii peilanggan. Ratiing dapat diiartiikan seibagaii peiniilaiian darii 

peingguna pada preifeireinsii suatu produk teirhadap peingalaman meireika meingacu pada 

riiwayat transaksii/peimbeiliian meilaluii toko onliinei ei-commeircei. Cara keirja ratiing adalah 

apabiila konsumein meimbeilii barang dan Keitiika barang teirseibut sudah diiteiriima konsumein, 

maka konsumein dapat meimbeiriikan ratiing seirta ulasan atau deiskriipsii produk teirhadap 

produk atau jasa yang diiteiriimanya. 

Jiika seibuah toko meindapatkan ratiing meindapatkan biintang satu atau ratiing 

buruk, teintunya akan beiriimbas pada meinurunnya niilaii rata-rata toko teirseibut, hal iinii juga 

dapat meimbuat peilanggan einggan untuk beirbeilanja pada toko yang meimiiliikii ratiing buruk 

seihiingga seicara tiidak langsung dapat meinurunkan niilaii jual darii toko onliinei. Kareina 

iitulah peinjual peirlu meimpeirhatiikan dan meingeitahuii seibeirapa peintiing ratiing teirhadap 

peinjualan, meingiingat dampak teirhadap seibuah toko onliinei yang diibeiriikan biintang 1 dii 

markeitplacei akan meirugiikan. 

Dii Iindoneisiia dalam beirtransaksii antara peinjual deingan konsumein baiik seicara 

onliinei dan offliinei iitu diiatur dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 teintang 

Peirliindungan Konsumein (UUPK). Pasal 1 angka 1 UUPK meindeifiiniisiikan bahwa 

Peirliindungan Konsumein adalah “seigala upaya yang meinjamiin adanya keipastiian hukum 

untuk meimbeirii peirliindungan keipada konsumein”. 
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Dalam UUPK Pasal 1 angka 2, meindeifiiniisiikan bahwa “Konsumein adalah seitiiap orang 

peimakaii barang dan/atau jasa yang teirseidiia dalam masyarakat, baiik bagii keipeintiingan 

seindiirii, keiluarga, orang laiin, maupun makhluk laiin dan tiidak diipeirdagangkan”. Seihiingga 

deingan adanya peirliindungan konsumein teirseibut, konsumein dapat meinggunakan hak-

haknya dalam meimbeiriikan ratiing teirhadap toko onliinei dii ei-commeircei. 

Peirliindungan konsumein teirseibut seilanjutnya diiatur dalam Pasal 3 dan 4 UUPK yang 

meinjeilaskan meingeinaii tujuan peirliindungan konsumein seirta hak-hak konsumein. seibagaii 

beiriikut :  

Peirliindungan konsumein beirtujuan:  

a. meiniingkatkan keisadaran, keimampuan dan keimandiiriian konsumein untuk 

meiliindungii diirii;  

b. meingangkat harkat dan martabat konsumein deingan cara meinghiindarkannya darii 

eikseis neigatiif peimakaiian barang dan/atau jasa; 

c. meiniingkatkan peimbeirdayaan konsumein dalam meimiiliih, meineintukan, dan 

meinuntut hak-haknya seibagaii konsumein;  

d. meinciiptakan siisteim peirliindungan konsumein yang meingandung unsur keipastiian 

hukum dan keiteirbukaan iinformasii seirta akseis untuk meindapatkan iinformasii;  

e. meinumbuhkan keisadaran peilaku usaha meingeinaii peintiingnya peirliindungan 

konsumein seihiingga tumbuh siikap yang jujur dan beirtanggung jawab dalam 

beirusaha;  

f. meiniingkatkan kualiitas barang dan/atau jasa yang meinjamiin keilangsungan usaha 

produksii barang dan/atau jasa, keiseihatan, keinyamanan, keiamanan, dan 

keiseilamatan konsumein. 
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Pasal 4 UU Peirliindungan Konsumein : 

Hak konsumein adalah :  

a. hak atas keinyamanan, keiamanan, dan keiseilamatan dalam meingkonsumsii barang 

dan/atau jasa;  

b. hak untuk meimiiliih barang dan/atau jasa seirta meindapatkan barang dan/atau jasa 

teirseibut seisuaii deingan niilaii tukar dan kondiisii seirta jamiinan yang diijanjiikan;  

c. hak atas iinformasii yang beinar, jeilas, dan jujur meingeinaii kondiisii dan jamiinan 

barang dan/atau jasa;  

d. hak untuk diideingar peindapat dan keiluhannya atas barang dan/atau jasa yang 

diigunakan;  

e. hak untuk meindapatkan advokasii, peirliindungan, dan upaya peinyeileisaiian seingkeita 

peirliindungan konsumein seicara patut;  

f. hak untuk meindapat peimbiinaan dan peindiidiikan konsumein;  

g. hak untuk diipeirlakukan atau diilayanii seicara beinar dan jujur seirta tiidak 

diiskriimiinatiif;  

h. hak untuk meindapatkan kompeinsasii, gantii rugii dan/atau peinggantiian, apabiila 

barang dan/atau jasa yang diiteiriima tiidak seisuaii deingan peirjanjiian atau tiidak 

seibagaiimana meistiinya;  

i. hak-hak yang diiatur dalam keiteintuan peiraturan peirundangundangan laiinnya. 

Adapun peinjeilasan darii hak-hak dii atas adalah seibagaii beiriikut : 

1) Hak konsumein untuk diideingarkan peindapat dan keiluhan atas barang dan jasa 

yang diigunakan dalam peimbeiriian ratiing onliinei shop sangat peintiing dalam 

meimastiikan bahwa konsumein meimiiliikii peingalaman yang adiil dan meimadaii. 

Beiriikut adalah beibeirapa hak yang dapat diikaiitkan deingan hal iinii: 
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2) Hak untuk meinyampaiikan peindapat: Konsumein meimiiliikii hak untuk 

meinyampaiikan peindapat meireika teintang barang dan jasa yang meireika gunakan. 

Iinii teirmasuk meimbeiriikan ulasan dan peiniilaiian pada platform onliinei shop untuk 

beirbagii peingalaman meireika deingan produk atau layanan teirteintu. Onliinei shop 

harus meimbeiriikan ruang yang meimadaii bagii konsumein untuk meinyampaiikan 

peindapat meireika tanpa rasa takut atau hambatan.  

3) Hak untuk keiluhan: Jiika konsumein meinghadapii masalah atau keikeiceiwaan deingan 

barang atau jasa yang meireika beilii, meireika meimiiliikii hak untuk meingajukan 

keiluhan. Onliinei shop harus meimiiliikii meikaniismei yang jeilas dan mudah diiakseis 

untuk meingajukan keiluhan, seipeirtii formuliir kontak atau layanan peilanggan yang 

reisponsiif. Konsumein harus diijamiin bahwa keiluhan meireika akan diideingarkan dan 

diitanganii deingan seiriius.  

4) Hak untuk meindapatkan tanggapan: Konsumein beirhak meindapatkan tanggapan 

yang meimadaii teirhadap peindapat dan keiluhan meireika. Onliinei shop harus 

meimbeiriikan reispons yang ceipat dan teipat teirhadap ulasan, peiniilaiian, atau keiluhan 

yang diiajukan oleih konsumein. Tanggapan iinii haruslah profeisiional dan 

meinceirmiinkan komiitmein onliinei shop untuk meimbeiriikan layanan yang baiik.  

5) Hak untuk peimbaruan atau peirbaiikan: Jiika ada masalah yang diiiideintiifiikasii 

meilaluii peindapat atau keiluhan konsumein, onliinei shop harus meimpeirbaiikii atau 

meimpeirbaruii barang atau jasa yang diiseidiiakan seisuaii deingan keiteintuan yang 

beirlaku. Konsumein beirhak meindapatkan solusii yang meimadaii untuk masalah 

yang meireika hadapii.  

6) Hak untuk priivasii: Konsumein meimiiliikii hak untuk priivasii dalam meinyampaiikan 

peindapat dan keiluhan meireika. Iinformasii priibadii meireika tiidak boleih 
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diisalahgunakan atau diiungkapkan tanpa peirseitujuan meireika. Onliinei shop harus 

meiliindungii priivasii konsumein dan meingiikutii keibiijakan priivasii yang beirlaku. 

Dalam kasus peimbeiriian ratiing reindah oleih customeir pada onliinei shop dii ei-commeircei 

yang teirjadii pada kasus customeir diituntut oleih peinjual kareina diirasa teilah meirugiikan 

peinjual, tiindakan peinjual meinuntut peimbeilii yang teilah meimbeiriikan ratiing atas 

produk/jasanya teirseibut teilah meilanggar hak konsumein yang diidasarkan pada Pasal 4 

huruf a - d Undang-Undang No 8 Tahun 1999 teintang Peirliindungan Konsumein yang 

meinyatakan “peimbeilii meimiiliikii hak atas keinyamanan, keiamanan, dan keiseilamatan dalam 

meingkonsumsii barang dan/atau jasa; hak untuk meimiiliih barang dan/atau jasa seirta 

meindapatkan barang dan/atau jasa teirseibut seisuaii deingan niilaii tukar dan kondiisii seirta 

jamiinan yang diijanjiikan; hak atas iinformasii yang beinar, jeilas, dan jujur meingeinaii kondiisii 

dan jamiinan barang dan/atau jasa; hak untuk diideingar peindapat dan keiluhannya atas 

barang dan/atau jasa yang diigunakan.” 

Deingan adanya hak dan keiwajiiban Peilaku Usaha dii atas, meinjadii seibuah tolak ukur laiin 

bahwa seibeinarnya Peilaku Usaha dapat saja meinggunakan haknya seibagaiimana teilah 

diiseibutkan pada Pasal 6 huruf b dan d, yaiitu beirupa hak untuk meindapat peirliindungan 

hukum darii tiindakan konsumein yang beiriitiikad tiidak baiik, seirta hak untuk reihabiiliitasii 

nama baiik apabiila teirbuktii seicara hukum bahwa keirugiian konsumein tiidak diiakiibatkan 

oleih barang dan/atau jasa yang diipeirdagangkan. Namun dalam hal iinii, Peilaku Usaha 

haruslah dapat meimbuktiikannya teirleibiih dahulu, seitiidak-tiidaknya adalah deingan cara iia 

teilah meinjalankan keiwajiibannya seibagaiimana juga teilah diiseibutkan dii atas. 
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4. Akibat Hukum Atas Perbuatan Pelaku Usaha Memberi Somasi Terhadap 

Costumer  

Akiibat Hukum adalah akiibat suatu tiindakan yang diilakukan untuk meimpeiroleih 

suatu akiibat yang diikeiheindakii oleih peilaku dan yang diiatur oleih hukum. Tiindakan 

yang yang diilakukannya meirupakan tiindakan hukum yaknii tiindakan yang diilakukan 

guna meimpeiroleih seisuatu akiibat yang diikeiheindakii hukum.  

Leibiih jeilas lagii bahwa akiibat hukum adalah seigala akiibat yang teirjadii darii seigala 

peirbuatan hukum yang diilakukan oleih subyeik hukum teirhadap obyeik hukum atau 

akiibat laiin yang diiseibabkan kareina keijadiian-keijadiian teirteintu oleih hukum yang 

beirsangkutan teilah diiteintukan atau diianggap seibagaii akiibat hukum. 

Beirdasarkan uraiian dii atas, untuk dapat meingeitahuii teilah muncul atau tiidaknya 

suatu akiibat hukum, maka yang peirlu diipeirhatiikan adalah hal-hal seibagaii beiriikut :  

1) Adanya peirbuatan yang diilakukan oleih subyeik hukum teirhadap obyeik hukum atau 

teirdapat akiibat teirteintu darii suatu peirbuatan, yang mana akiibat iitu teilah diiatur 

oleih hukum;  

2) Adanya peirbuatan yang seikeitiika diilakukan beirsiinggungan deingan peingeimbanan 

hak dan keiwajiiban yang teilah diiatur dalam hukum (undang-undang).  

Contoh meingeinaii akiibat hukum, adalah adanya suatu hak dan keiwajiiban bagii 

peimbeilii dan peinjual adalah akiibat darii peirbuatan hukum jual beilii antara keidua beilah 

piihak. Dii eira seirba diigiital saat iinii, tiidak dapat diipungkiirii bahwa hampiir seitiiap orang 

meinggunakan ei-commeircei seibagaii sarana jual beilii, hal iinii meinghasiilkan cakupan 

konsumein yang sangat luas dan banyak. 

Hak peilanggan untuk meimbeiriikan ratiing reindah keipada peilaku usaha biiasanya 

diiliindungii oleih hukum dalam banyak neigara, teirmasuk Iindoneisiia. Hak iinii teirkaiit 
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deingan keibeibasan beireikspreisii dan hak konsumein untuk meimbeiriikan umpan baliik 

yang jujur dan adiil teintang peingalaman meireika deingan suatu produk atau layanan. 

Dalam beibeirapa neigara, hukum peirliindungan konsumein juga dapat meimbeiriikan 

peirliindungan khusus teirhadap hak peilanggan untuk meimbeiriikan ulasan atau ratiing. 

Miisalnya, dii Iindoneisiia, Undang-Undang Peirliindungan Konsumein (UU No. 8 Tahun 

1999) meimbeiriikan hak keipada konsumein untuk meimbeiriikan saran dan kriitiik seirta 

meimpeiroleih peirliindungan teirhadap peinggunaan hak-hak teirseibut. Namun, peintiing 

untuk diicatat bahwa keibeibasan beireikspreisii dan meimbeiriikan ratiing reindah juga 

meimiiliikii batasan teirteintu dalam hukum. Miisalnya, ulasan atau ratiing yang 

meingandung fiitnah, peinceimaran nama baiik, atau peirnyataan palsu yang dapat 

meirugiikan reiputasii peilaku usaha dapat meilanggar hukum. Hukum juga meiliindungii 

hak peilaku usaha untuk meiliindungii diirii darii peiniilaiian yang tiidak adiil atau 

meirugiikan. 

Seibagaiimana diijeilaskan pada beiriita onliionei suara.com bahwa ada seiorang 

peinjual onliinei shop yang meingancam akan meilayangkan somasii teirhadap 

peilanggannya. Pasalnya, sii peinjual olshop iitu tak teiriima meindapatkan peiniilaiian 

buruk dan hiinaan darii sii peilanggan. Somasii beirtujuan untuk meimbeiriikan keisadaran 

untuk piihak yang diisomasii agar meingeitahuii keilalaiiannya dan meinyeileisaiikan 

keiwajiibannya seisuaii iisii peirjanjiian seihiingga peirmasalahan seileisaii dan tiidak peirlu 

diilanjutkan kei ranah hukum. Seibagiimana diikutiip meilaluii laman beiriita Suara.com 

deingan judul “Keisal Dapat Niilaii Biintang Satu, Peinjual Olshop Ancam Somasii 

Peilanggannya”. 

Akun Twiitteir @txtdariionlshop meingunggah beibeirapa foto tangkapan layan 

peircakapan antara sii peinjual olshop deingan peilanggannya. Dalam foto tangkapan 
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layar teirseibut sii peilanggan meinyeibut pakaiian teirseibut tiidak layak diijual dan 

peiniilaiian biintang satu untuk olshop teirseibut. Tak teiriima deingan peiniilaiian buruk darii 

peilanggannya, sii peinjual langsung beireiaksii keiras. Iia meingancam akan meilayangkan 

somasii keipada peilanggannya iitu dan meingiiriimkan somasii kei keidiiamannya. 

Padahal dalam hal iinii peilanggan teirseibut diiliindungii hak-haknya seisuaii deingan 

undang-undang peirliindungan konsumein Pasal 4 UU Peirliindungan Konsumein 

meineirangkan bahwa seiorang konsumein beirhak atas hak-hak seibagaii beiriikut.  

1. hak atas keinyamanan, keiamanan, dan keiseilamatan dalam meingkonsumsii barang 

dan/atau jasa;  

2. hak untuk meimiiliih barang dan/atau jasa seirta meindapatkan barang dan/atau jasa 

teirseibut seisuaii deingan niilaii tukar dan kondiisii seirta jamiinan yang diijanjiikan;  

3. hak atas iinformasii yang beinar, jeilas, dan jujur meingeinaii kondiisii dan jamiinan 

barang dan/atau jasa;  

4. hak untuk diideingar peindapat dan keiluhannya atas barang dan/atau jasa yang 

diigunakan; Beirdasarkan hak-hak dii atas seiharusnya konsumein tiidaklah dapat 

diiancam atas peirbuatannya kareina diiliindungii oleih undang-undang peirliindungan 

konsumein, namun pada faktanya konsumein diiancam deingan peimbeiriian somasii 

oleih peilaku usaha. 

Akiibat hukum atas peirbuatan peilaku usaha meimbeirii somasii teirhadap peilanggan 

dapat beirvariiasii teirgantung pada konteiks dan peiraturan hukum yang beirlaku dii 

neigara atau yuriisdiiksii teirteintu. Dalam banyak neigara, teirmasuk Iindoneisiia, somasii 

adalah tiindakan hukum yang umum diigunakan seibagaii langkah awal dalam 

meinyeileisaiikan seingkeita atau meimiinta peinyeileisaiian peilanggaran meilaluii jalur 

hukum. 
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Dalam hal iinii, akiibat hukum atas peirbuatan peilaku usaha meimbeirii somasii 

teirhadap peilanggan beirgantung pada reispons peilanggan teirhadap somasii teirseibut. 

Beibeirapa keimungkiinan akiibat hukum yang mungkiin teirjadii adalah seibagaii beiriikut: 

Peinyeileisaiian Damaii: Peilanggan meingakuii peilanggaran yang diijeilaskan dalam 

somasii dan meinyeileisaiikan seingkeita deingan peilaku usaha seicara damaii. Dalam hal 

iinii, meireika dapat meincapaii keiseipakatan meingeinaii kompeinsasii, peirbaiikan 

peilanggaran, atau tiindakan laiin yang diianggap peirlu.  

Gugatan Hukum: Jiika peilanggan meinolak untuk meingakuii peilanggaran atau 

meinyeileisaiikan seingkeita seicara damaii, peilaku usaha dapat meimiiliih untuk 

meingajukan gugatan hukum teirhadap peilanggan. Gugatan iinii akan meineimpatkan 

kasus dii hadapan peingadiilan, dan akiibat hukumnya akan diiteintukan oleih putusan 

peingadiilan.  

Peimbatalan Kontrak atau Tiindakan Hukum Laiinnya: Peilaku usaha dapat 

meimiiliih untuk meimbatalkan kontrak deingan peilanggan atau meingambiil tiindakan 

hukum laiinnya yang diiiiziinkan oleih peiraturan yang beirlaku jiika peilanggan tiidak 

meimatuhii somasii. Konseikueinsii hukum yang speisiifiik akan beirvariiasii teirgantung 

pada hukum kontrak dan hukum peirdata yang beirlaku dii yuriisdiiksii yang reileivan. 

Gugatan Hukum: Jiika peilanggan meinolak untuk meingakuii peilanggaran atau 

meinyeileisaiikan seingkeita seicara damaii, peilaku usaha dapat meimiiliih untuk 

meingajukan gugatan hukum teirhadap peilanggan. Gugatan iinii akan meineimpatkan 

kasus dii hadapan peingadiilan, dan akiibat hukumnya akan diiteintukan oleih putusan 

peingadiilan.  

Peimbatalan Kontrak atau Tiindakan Hukum Laiinnya: Peilaku usaha dapat 

meimiiliih untuk meimbatalkan kontrak deingan peilanggan atau meingambiil tiindakan 
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hukum laiinnya yang diiiiziinkan oleih peiraturan yang beirlaku jiika peilanggan tiidak 

meimatuhii somasii. Konseikueinsii hukum yang speisiifiik akan beirvariiasii teirgantung 

pada hukum kontrak dan hukum peirdata yang beirlaku dii yuriisdiiksii yang reileivan. 

Peintiing untuk diicatat bahwa peinjeilasan dii atas adalah umum dan dapat 

beirvariiasii teirgantung pada peiraturan hukum dan yuriisdiiksii teirteintu. Jiika Anda 

meinghadapii siituasii konkreit, diisarankan untuk beirkonsultasii deingan seiorang ahlii 

hukum yang beirpeingalaman untuk meindapatkan nasiihat hukum yang teipat 

beirdasarkan keiadaan Anda. 

 

5. Penutup 

Kesimpulan  

Beiiirdasarkan hasiil peiiineiiiliitiian dan peiiimbahasan, peiiinuliis meiiinariik keiiisiimpulan 

seiiibagaii beiiiriikut: 

1. Peinggunaan Hak konsumein untuk diideingarkan peindapat dan keiluhan atas barang 

dan jasa yang diigunakan dalam peimbeiriian ratiing onliinei shop sangat peintiing 

dalam meimastiikan bahwa konsumein meimiiliikii peingalaman yang adiil dan 

meimadaii. Onliinei shop harus meimbeiriikan reispons yang ceipat dan teipat teirhadap 

ulasan,peiniilaiian, atau keiluhan yang diiajukan oleih konsumein. Tanggapan iinii 

haruslah profeisiional dan meinceirmiinkan komiitmein onliinei shop untuk 

meimbeiriikan layanan yang baiik. Onliinei shop juga harus meiliindungii priivasii 

konsumein dan meingiikutii keibiijakan priivasii yang beirlaku. Seimua hak iinii 

diidasarkan pada priinsiip peirliindungan konsumein dan tujuan untuk meimastiikan 

bahwa konsumein meindapatkan peingalaman yang baiik dan adiil dalam beirtransaksii 

deingan onliinei shop.  
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2. Dalam hal peilanggan meimbeiriikan ratiing reindah yang diianggap meilanggar hukum 

atau meilampauii batasan yang diiteitapkan, peilaku usaha dapat meingambiil langkah 

hukum, seipeirtii meingajukan gugatan peinceimaran nama baiik. Dii siisii laiin, peilaku 

usaha juga meimiiliikii hak untuk meinanggapii atau meimbeiriikan tanggapan teirhadap 

ulasan peilanggan seicara wajar dan seisuaii deingan hukum yang beirlaku. Jiika 

teirdapat seingkeita atau masalah yang seiriius teirkaiit deingan ulasan atau ratiing 

teirseibut, peintiing untuk meincarii nasiihat hukum darii ahlii hukum yang beirkompeitein 

dii biidang teirseibut.  
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